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PUTUSAN
Nomor 336/Pdt.G/2022/PA.Brb

o\ b\, 7
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara
dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pantai Hambawang Barat, 11

November 1995, agama Islam, pekerjaan

XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXX X XXXXXX XXXXXXXXX

xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di

XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXKKKK XXXXK, XX XXX, XX

XX, XXXXXXXXK XXXXXK XKXX XXXXKKK, XXXXXXXXX

XXXX XXXXXX XXXXXX, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 23 Juli 1996,

agama Islam, pekerjaan XXXXXXXX  XXXXX,
pendidikan SLTA, tempat kediaman XXxx XXXXX,
XX XX, XXXXXXXXX  XXXXXXXXX, Kabupaten
Balangan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27
Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada hari
itu juga dengan register perkara Nomor 336/Pdt.G/2022/PA.Brb,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 25 Desember 2017 Penggugat dengan Tergugat

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
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Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu
Sungai Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0274/023/XI11/2017
tanggal 27 Desember 2017;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat
tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX
sekitar 1 bulan, di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxx sekitar 1 tahun 5
bulan, di rumah orang tua Penggugat di Kelurhan Pantai Hambawang Barat
sekitar 1 tahun 9 bulan dan terakhir di rumah bersama di XXXXXXXXX XXXXXX
XXXXXXXXX XXXxX sekitar 1 tahun 9 bulan. Selama pernikahan tersebut
Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan badan layaknya suami
isteri/ba’da dukhul dan sudah dikaruaniai anak 1 orang yang bernama ANAK
binti TERGUGAT, yang berumur 3 tahun 7 bulan;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan
harmonis dirasakan oleh Penggugat sekitar 6 bulan, sejak Juni 2019 setelah
itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran
disebabkan :
3.1.Tergugat tidak mampu menfkahi Penggugat dengan layak karena
Tergugat malas-malasan untuk mencari nafkah, sehingga kebutuhan
rumah tangga dibantu oleh orang tua Penggugat;

3.2. Tergugat pernah masuk rumah tahanan karena kasus pidana pencurian
dengan kurungan penjara sekitar 9 bulan;

3.3.Tergugat suka bermain judi online hal ini Penggugat ketahui saat
Penggugat melihat sendiri Tergugat bermain judi online di
handphonenya bahkan pernah juga bermain mengunakan handphone
Penggugat;

3.4.Tergugat memiliki hutang kepada orang tanpa sepengetahuan
Penggugat hal ini Penggugat ketahui saat orang yang memberikan
hutang tersebut datang ke rumah kediaman untuk menagih hutang
Tergugat;

4. Bahwa Penggugat berusaha bersabar dan menasehati Tergugat dengan
harapan sikap Tergugat bisa berubah sehingga rumah tangga masih bisa

dipertahankan, namun usaha Penggugat tersebut tidak berhasil;
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5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 21
Desember 2021, yang disebabkan Tergugat mengadaikan motor milik
Penggugat kepada orang lain. Setelah perselisihan dan pertengkaran
tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah
orang tua Tergugat yang sebagaimana alamat di atas;

6. Bahwa sejak pada tanggal 21 Desember 2021 hingga saat ini tanggal 27
Juni 2022 selama 6 bulan lebih antara Penggugat dan Tergugat telah pisah
tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk
mengajak rukun dan kumpul kembali. Hal ini menggambarkan bahwa antara
Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta
tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan
Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih
sayang Penggugat terhadap anak, maka Penggugat mohon agar anak
tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak ba’in shughra Tergugat (TERGUGAT) dengan Penggugat
(PENGGUGAT);

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama
ANAK binti TERGUGAT, yang berumur 3 tahun 7 bulan, dengan tetap untuk
memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan

Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang
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setelah proses mediasi Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara
sah;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk
menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Ahmad Padli, S.Ag.,
M.H.) tanggal 19 Juli 2022, ternyata mediasi berhasil sebagian, yang pada
intinya Penggugat dan Tergugat tidak menemukan kesepakatan perdamaian
terhadap keutuhan rumah tangganya dan hanya menyepakati terkait
pengasuhan anak yang bernama ANAK binti TERGUGAT, yang berumur 3
tahun 7 bulan dalam asuhan Penggugat, dan Penggugat tetap memberikan hak
akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak
tersebut;

Bahwa meskipun mediasi hanya berhasil Sebagian mengenai hak asuh
anak, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar
kembali rukun membina rumah tangga, nhamun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup
untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang
isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat
didengar jawabannya karena tidak pernah hadir lagi dipersidangan, meskipun
telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat
1. Fotokopi Surat Keterangan domisili atas nama Hidayati Lestari Nomor
471.11/01/207/PTHB/2022 tanggal 08 Juni 2022, yang dikeluarkan

Lurah Pantai Hambawang Baratm XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXX.

Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan

aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi

kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Labuan Amas Selatan XXxxXXXxx

XXXX XXXXXX XXXXXX, Nomor 0274/023/X11/2017 Tanggal 27 Desember

2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan
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dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian
diberi kode bukti (P.2);

3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama  ANAK Nomor
6311-LT-19022020-0013 tanggal 22 Februari 2022. yang dikelurkan
oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXX XXXX XXXXXX
xxxxxx.Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian
diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi

Saksi 1 SAKSI 1, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan

XXXXXXXX XXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXX XXXXX, XX XX, XX XXX, XX XX,

XXXXXXXXX  XXXXXX  XXXXXKKKK  XKXXX,  XXXXXXXXX  XXXXXX  XXXXK  XXXXXXX,

Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah, memberikan

keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami
istri karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang
menikah pada Desember 2017;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak
yang bernama ANAK binti TERGUGAT, yang berumur 3 (tiga) tahun 7
(tujuh) bulan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah
bersama di XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX, hingga pada akhirnya
berpisah;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun sejak 7 (tujuh) bulan lalu Penggugat dan Tergugat
pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke
rumah orang tua Tergugat XXXX XXXXX, XX XX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX,
Kabupaten Balangan;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat terjadi
perselisinan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak

mampu menafkahi Penggugat dengan layak karena Tergugat tidak
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pernah sungguh sungguh bekerja, sehingga kebutuhan rumah tangga
di bantu oleh orang tua Penggugat, Tergugat pernah mencuri mesin
molen milik pamannya yang mengakibatkannya harus berurusan
dengan aparat kepolisian dan di penjara sekitar 9 (sembilan) bulan dan
Tergugat mempunyai hutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan
Penggugat dan Penggugatpun tidak mengetahui penggunaan uang
tersebut;

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, keduanya
sudah tidak saling berkomunikasi baik lagi;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat untuk
tidak cerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2 SAKSI 2, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan

XXXXXXX XXXXXX XXXXX, bertempat tinggal di XXXXX XXXXX , XX XX, XX XXX, XX

XX, XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XxxxX, Kecamatan Labuan Amas Selatan,

XXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan

sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami
istri karena saksi adalah Adik Ipar Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang
telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK binti
TERGUGAT, yang berumur 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah
bersama di XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX, hingga pada akhirnya
berpisah;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun sejak 7 (tujuh) bulan lalu Penggugat dan Tergugat
pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke
rumah orang tua Tergugat XXXX XXXXX, XX XX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX,
Kabupaten Balangan;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat

kurang dalam pembrian nafkah kepada Penggugat, sehingga
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kebutuhan rumah tangga di bantu oleh orang tua Penggugat, Tergugat

dipenjara selama 9 (Sembilan) bulan karena pernah mencuri mesin

molen milik pamannya dan Tergugat berhutang kepada orang lain
tanpa sepengetahuan Penggugat;

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, keduanya
sudah tidak saling berkomunikasi baik lagi;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat untuk
tidak cerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan
tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan
tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan
untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses
mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk (Ahmad Padli, S.Ag.,M.H), namun
upaya perdamaian tersebut hanya berhasil Sebagian yakni mengenai hak asuh
anak, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian hanya berhasil
sebagian, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum,

hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7
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Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan
cerai adalah karena hubungan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak
harmonis lagi, yang disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran
hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban apapun
terhadap gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir lagi
dipersidangan setelah proses mediasi, sehingga pemeriksaan perkara ini
dilangsungkan diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalii gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, P.2 dan P.3
serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2 dan P.3 tersebut merupakan
fotokopi sah, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, khusus dibuat
sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti
tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara
materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1, P.2 dan P.3
tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat berwenang yang
secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata
dan putusan Mahkamah Agung Rl No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta
autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (volledig), artinya
hakim terikat (bindende) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan
mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya
dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.1,
maka harus dinyatakan terbukti Penggugat adalah merupakan warga XXxxxXxxxx

XXXX XXXXXX XXXXXX,
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Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.2,
maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri
sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.3
maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama ANAK adalah
merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat yang lahir di Hulu Sungai
Tengah tanggal 3 November 2018;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi,
keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam
duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah
memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk
diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan
keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima
sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 huruf b
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut pada pokoknya
memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun sejak 7 (tujuh) bulan lalu Penggugat dan Tergugat
pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke
rumah orang tua Tergugat XXXX XXXXX, XX XX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX,
Kabupaten Balangan;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak
mampu menafkahi Penggugat dengan layak karena Tergugat tidak
pernah sungguh sungguh bekerja, sehingga kebutuhan rumah tangga
di bantu oleh orang tua Penggugat, Tergugat pernah mencuri mesin
molen milik pamannya yang mengakibatkannya harus berurusan
dengan aparat kepolisian dan di penjara sekitar 9 (sembilan) bulan dan

Tergugat mempunyai hutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan
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Penggugat dan Penggugatpun tidak mengetahui penggunaan uang

tersebut;

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, keduanya
sudah tidak saling berkomunikasi baik lagi;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat untuk
tidak cerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagian besar keterangan para saksi adalah fakta
yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri, keterangan
saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain
dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat sehingga
secara materiil Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan
perkara ini sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan psal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang terbukti di
persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di
persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang
telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK binti
TERGUGAT, yang berumur 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah
bersama di XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX, hingga pada akhirnya
berpisah;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun sejak 7 (tujuh) bulan lalu Penggugat dan Tergugat
pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke
rumah orang tua Tergugat XXXX XXXXX, XX XX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX,
Kabupaten Balangan;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak mampu
menafkahi Penggugat dengan layak karena Tergugat tidak pernah
sungguh sungguh bekerja, sehingga kebutuhan rumah tangga di bantu
oleh orang tua Penggugat, Tergugat pernah mencuri mesin molen milik

pamannya yang mengakibatkannya harus berurusan dengan aparat
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kepolisian dan di penjara sekitar 9 (sembilan) bulan dan Tergugat
mempunyai hutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat
dan Penggugatpun tidak mengetahui penggunaan uang tersebut;

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, keduanya
sudah tidak saling berkomunikasi baik lagi;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat untuk
tidak cerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan

fakta-fakta tersebut sebagai berikut;

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta di atas Hakim
berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat
dipertahankan lagi karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak mampu
memberikan rasa kasih dan sayang serta ketentraman dalam keluarga yang ia
pimpin sehingga Penggugat sebagai isteri merasa tidak nyaman dan tidak

sanggup lagi tinggal bersama Tergugat. Padahal Allah berfirman:

G o . _Z@ g &zo- -y . _ y_o% T R Y N B 1 IS TR S S T
O Aad 58355 oSE Jady el) | eSAT IS 55 aSusil Ba ST GIA Bl "adle G
Lz, I3 | e’ o
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Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa
kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS.
Ar-rum:21);

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat
sering bertengkar hingga sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah
menunjukan Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban
masing-masing layaknya suami istri, dan bertentangan dengan ketentuan
hukum perkawinan yaitu memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat
kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal
agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila
ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Hakim menilai

bahwa lama pisah antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih selama 7
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(tujuh) bulan menunjukan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan
Tergugat terjadi terus menerus, apabila ada i'tikad baik dari kedua belah pihak
untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat
segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah
tangga mereka menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur
rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami istri,
oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk
penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar
suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan
dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Hakim menilai bahwa dengan telah
pisahnya Penggugat dan Tergugat menjadikan pola komunikasi antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk
mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi
yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan istri
tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin
meneruskan rumah tangga dengan Tergugat menunjukan bahwa rumah tangga
Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan
akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya
pernikahan;

Menimbang, bahwa apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya
maka masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan sebagaimana
ketentuan Pasal 77 ayat (5) Kompikasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan
bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih pendapat yang termuat

dalam kitab-kita sebagai berikut :

1.Kitab Fighus Sunnah juz Il halaman 248 :
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Artinya :
Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan
bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal
yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas
antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua

belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in;
2.Kitab Fighus Sunnah juz Il halaman 248 :
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Artinya :
Imam Malik berpendapat : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan
kepada Majelis Hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia
mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya
sehingga siisteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumah
tangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya,
memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk

menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran

berupa perkataan atau perbuatan;

3.Kitab Al Mar’ah bainal Figh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'’i, halaman
100:
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Ml 5 A Ll
Artinya :
Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya
perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya
yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan
tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci.
Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik
yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan,
sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan
antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah
menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali
dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

4 Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaag Juz | halaman 83 :
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Artinya :

Islam memilih lembaga thalag/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap

goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian,

dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan

perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang

berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat
keadilan.

5.Kitab Ghoyatul Marom :
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Artinya :

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka
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Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “;

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat
maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan
Tergugat serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas,
Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkanya sebuah perceraian
berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat
yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-
pertimbangan hukum di atas, Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari
Tergugat terhadap Penggugat, dimana perceraian antara Penggugat dan
Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud
Pasal 119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) tidak
terdapat catatan yang menunjukan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj’i
terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba’in
shughra Tergugat terhadap Penggugat, maka perceraian ini adalah perceraian
pertama bagi Penggugat dan Tergugat dan oleh karena itu Hakim menjatuhkan
talak satu ba’in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 19
Juli 2022 oleh mediator Ahmad Padli, S.Ag.,M.H, ternyata mediasi berhasil
Sebagian yang pada intinya tidak berhasil mengenai keutuhan rumah tangga,
dan menyepakati masalah hak asuh anak yang bernama ANAK yang lahir di
Hulu Sungai Tengah tanggal 3 November 2018 dalam asuhan Penggugat
dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam
pasal 1338 KUHPer, para pihak dalam kontrak bebas untuk membuat
perjanjian, apapun isi dan bagaimanapun bentuknya:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Menimbang, bahwa meskipun demikian asas kebebasan berkontrak

tersebut tetap tidak boleh melanggar syarat-syarat sahnya perjanjian dalam
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KUHPer. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 - pasal 1337

KUHPer, yaitu:

1. Kesepakatan para pihak. Kesepakatan berarti ada persesuaian kehendak
yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan
dalam perjanjian. Dalam hal ini, antara para pihak harus mempunyai
kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikatkan diri, di mana
kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Bebas
di sini artinya adalah bebas dari kekhilafan (dwaling, mistake), paksaan
(dwang, dures), dan penipuan (bedrog, fraud). Secara a contrario,
berdasarkan pasal 1321 KUHPer, perjanjian menjadi tidak sah, apabila
kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan, atau
penipuan.

2. Kecakapan para pihak. Menurut pasal 1329 KUHPer, pada dasarnya
semua orang cakap dalam membuat perjanjian, kecuali ditentukan tidak
cakap menurut undang-undang.

3. Mengenai suatu hal tertentu. Hal tertentu artinya adalah apa yang
diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak, yang paling tidak
barang yang dimaksudkan dalam perjanjian ditentukan jenisnya. Menurut
pasal 1333 KUHPer, objek perjanjian tersebut harus mencakup pokok
barang tertentu yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya. Pasal
1332 KUHPer menentukan bahwa objek perjanjian adalah barang-barang
yang dapat diperdagangkan.

4. Sebab yang halal. Sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri, yang
menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi dari
perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan,
maupun dengan ketertiban umum. Hal ini diatur dalam pasal 1337
KUHPer.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari kesepakatan yang dibuat oleh

Penggugat dan Tergugat tersebut, Hakim berpendapat bahwa kesepakatan

tersebut telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana

diuraikan terdahulu;
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Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 2 huruf a
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam hal terjadi pemisahan (termasuk
akibat perceraian sesuai Penjelasan Pasal 14 ayat 1 Undang-undang Nomor 35
Tahun 2014), anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi
secara tetap dengan kedua orang tua, oleh karena itu demi kepentingan
memenuhi hak anak, maka Tergugat tetap berhak untuk mengunjungi dan
memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ayah kepada anak
yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan tidak merugikan kepentingan
anak serta dengan sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor
1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah
Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan
halaman 18 menyebutkan: “............ bahwa tidak memberi akses kepada
orang tua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk
mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah”, oleh karenanya kepada
Tergugat berhak penuh untuk mencurahkan kasih sayangnya dan bertemu
dengan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama
ANAK binti TERGUGAT, yang berumur 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan,
dengan tetap untuk memberikan hak akses kepada Tergugat untuk

mengunjungi anak tersebut;
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4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah

Rp525.000,00 ( lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 2 Agustus
2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1444 Hijriah oleh kami
Rizal Arif Fitria, S.H.,M.Ag yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua
Pengadilan Agama Barabai Nomor 336/Pdt.G/2022/PA.Brb tanggal 27 Juni
2022 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat lzin
Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor
168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, putusan tersebut pada hari itu
juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan
dibantu oleh Nur Hilaliah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh
Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim,

Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Nur Hilaliah, S.Ag
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Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses :Rp 75.000,00
- Panggilan 'Rp 380.000,00
- PNBP :Rp 20.000,00
- Redaksi 'Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah :Rp 525.000,00
(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).
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